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BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Apabila dari hasil analisis 138(2) KUHAP tentang pengembalian berkas 

penuntutan dari Kejaksaan kepada penyidik, pelimpahan berkas acara oleh 

penyidik kepada Kejaksaan dan pemeriksaan oleh Kejaksaan , kejaksaan 

ditetapkan tidak lengkap; penuntut umum akan mengembalikan berkas 

perkara kepada penyidik sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan 138(2) 

KUHAP untuk melengkapi berkas perkara yang bersangkutan. Dalam 

pengembalian berkas perkara, penuntut umum harus menunjukkan bahwa 

berkas perkara tersebut tidak lengkap, baik dari segi kelengkapan formal 

maupun materil, sehingga dapat dipahami oleh pihak penyidik. 

2. Akibat hukum bagi terdakwa adalah pengembalian berkas perkara dari 

Kejaksaan kepada penyidik yang bertanggung jawab, atau pengembalian 

berkas perkara dari Kejaksaan kepada penyidik yang berwenang karena 

berkas perkara dinyatakan tidak lengkap setelah dibebaskan, diperiksa oleh 

kejaksaan. Karena file tersebut tidak memenuhi integritas formal dan 

material. Integritas formal adalah integritas hukum acara pidana yang 

sebenarnya atau khusus. Identitas Terdakwa, tanggal, dan tanda tangan 

jaksa. Integritas material adalah isi atau badan hukum. Tanpa integritas file 

kasus resmi dan integritas materi, file kasus tidak valid. 
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B. Saran 

1. Untuk mengatasi pertukaran berkas perkara pada tahap prapenuntutan, 

jaksa harus memberikan instruksi yang jelas yang lengkap bentuk dan 

substansinya. Peneliti. Apabila perintah itu tidak dapat dilaksanakan, 

penyidik segera memberitahukan perintah penuntut umum bahwa perintah 

itu tidak dapat dilaksanakan dan baik menunda penyidikan atau 

menyatakan kepada kejaksaan bahwa penyidikan telah dilakukan dengan 

baik. 

2. Jaksa diberikan instruksi yang jelas dalam menunjukkan masalah 

kekurangan dalam berkas perkara yang harus dilengkapi sehingga 

penyidik dapat memahami apa yang hilang dalam berkas perkara yang 

dikembalikan. Sehingga Anda dapat meminimalkan file kasus bolak-balik. 
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